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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mana tidak berdasarkan 

atas kekuasaan belaka. Hal ini berarti bahwa negara termasuk di dalamnya 

pemerintahan dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan 

tindakan apapun harus dilatar belakangi oleh hukum atau dapat dipertanggung 

jawabkan secara hukum. Maka dari itu perlu adanya pembangunan hukum yang 

pada hakekatnya pembangunan hukum tersebut yaitu sebagai upaya untuk 

menegakkan keadilan, kebenaran serta ketertiban di Negara Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Upaya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, negara berkewajiban memberi jaminan kepada setiap warga Negara 

Indonesia dengan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama didepan hukum. Seperti secara tegas tertuang dalam pasal 28D ayat (1) 

undang-undang dasar (UUD) 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 

Selain itu, negara juga menjamin kedudukan hukum dan pemerintahan 

yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia. Agar setiap warga negara 

dapat memperoleh keadilan hukum dan pelayanan pemerintahan yang sama. Jadi 
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hukum pada hakekatnya di bentuk dan di berlakukan sebagai sarana untuk 

memberikan perlindungan kepada setiap orang tanpa diskriminasi. 

Hukum berfungsi sesuai perlindungan kepentingan manusia. Agar 

kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanakan hukum 

dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena 

pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus 

ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. 

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, 

yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.1 

Hukum sebagai alat atau sarana untuk mengatur dan menjaga ketertiban 

guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan. Sebagai salah satu ilmu 

pengetahuan hukum mempunyai banyak bidang yang salah satunya adalah hukum 

pidana. Hukum pidana merupakan sistem sanksi negative yang memberi sanksi 

terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Dalam 

proses peradilan pidana untuk mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi, tidak 

dapat terlepas dari peran serta saksi dan korban tindak pidana itu sendiri dalam 

memberikan kesaksian. Kedudukan  korban dalam sistem peradilan pidana saat ini 

belum di tempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan. Kondisi ini 

berimplikasi pada dua hal yang fundamental, yaitu: tiadanya perlindungan hukum 

bagi korban dan tiadanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan. 

Sistem peradilan pidana adalah dasar bagi terselenggaranya proses 

peradilan pidana, baik yang terkait dengan penyidikan, penuntutan,pemeriksaan 

                                                             
1http://knowledgeisfreee.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-penegakan-hukum-kedasaran.html Di 

akses 7 mei 2017 pukul 9.18 

http://knowledgeisfreee.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-penegakan-hukum-kedasaran.html
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didepan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan 

pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang mengacu pada kitab undang-

undang hukum acara pidana (KUHAP) atau hukum acara pidana diluar KUHAP.2 

Penanganan masalah pidana menurut sistem hukum pidana sesuai dengan 

KUHAP meliputi tahap penyidikan,  tahap  penuntutan, dan tahap  pengadilan. 

Secara umum struktur penanganan tindak pidana dalam tahap penyidikan di 

lakukan oleh penyidik, tahap penuntutan di lakukan oleh jaksa penuntut umum, 

dan subsistem peradilan dilakukan oleh hakim, sehingga keterkaitan penegakkan 

hukum ini di kenal dengan criminal justice system. Tidak dapat di pungkiri, 

bahwa substansi suatu peristiwa pidana secara materiil lebih banyak ditentukan 

oleh peranan saksi dan korban, khususnya dalam hal pembuktian suatu peristiwa 

pidana. Dalam kenyataan di lapangan para saksi dan korban, sering mendapat 

tekanan oleh orang-orang yang berkepentingan dengan peristiwa pidana.  

Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan 

kemana arah putusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan 

saksi sebagai salah satu alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP, sehingga selalu 

mendapat perhatian yang sangat besar baik pelaku hukum yang terlibat didalam 

persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Oleh karena itu saksi 

sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu 

tindak pidana saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkap kebenaran 

materil. Dalam lapangan hukum acara pidana, saksi merupakan salah satu dari 

                                                             
2 Effendi,Marwan.2012.Diktat Perkuliahan Sistem Peradilan Pidana.jakarta:progam Studi Ilmu 

Hukum Progam Pascasarjana universitas Islam Sultan Agung,hlm,20. 
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beberapa alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 (1) Undang-Undang No 8 

Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang meliputi: 

1. Keterangan saksi 

2. Keterangan ahli 

3. Surat 

4. Petunjuk 

5. Keterangan terdakwa. 

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu 

alat bukti yang di atur secara limitative dalam KUHAP yakni keterangan saksi 

mengenahi suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri,ia lihat sendiri dan ia 

alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Namun demikian 

hak seorang saksi di dalam hukum sampai saat ini masih dirasakan kurang, karena 

salah satu hak yang sampai saat ini masih menjadi suatu harapan adalah adanya 

perlindungan terhadap saksi dan korban. Pemberdayaan seorang saksi dimulai dari 

tingkat penyidikan,yang kemudian berlanjut sampai persidangan di gelar. 

Berbagai ancaman baik secara mental maupun fisik akan selalu hadir seiring 

dengan tersankutnya berbagai pihak dengan kasus-kasus yang di periksa.hal ini 

haruslah mendapat perhatian sesuai dengan perkembangan hukum yang sangat 

memerlukan seorang saksi dalam hal pengungkapan suatu perkara.3 

 Sebagai upaya penerapan Due Process Of Law, yang juga merupakan 

salah satu ciri dalam Negara hukum di Indonesia, adanya upaya perlindungan 

                                                             
3http://komaruzzamansh.over-blog.com/2014/10/tinjauan-yuridis-terhadap-perlindungan-saksi-

dan-korban-dalam-sistem-peradilan-pidana-s-k-r-i-p-s-i-diajukan-untuk-memenuhi-sebagian. Di 

akses 6 mei 2017 pukul 6.47 

http://komaruzzamansh.over-blog.com/2014/10/tinjauan-yuridis-terhadap-perlindungan-saksi-dan-korban-dalam-sistem-peradilan-pidana-s-k-r-i-p-s-i-diajukan-untuk-memenuhi-sebagian
http://komaruzzamansh.over-blog.com/2014/10/tinjauan-yuridis-terhadap-perlindungan-saksi-dan-korban-dalam-sistem-peradilan-pidana-s-k-r-i-p-s-i-diajukan-untuk-memenuhi-sebagian
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terhadap korban kejahatan harus dapat diterapkan dalam penyelesaian masalah 

hukum pidana.  Hal ini sangatlah penting mengingat kedudukan saksi dan korrban 

kejahatan sangat penting dalam hal hukum pidana. Belum secara baiknya dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur dalam pemberian 

perlindungan terhadap saksi dalam tindak kejahatan. Tentunya harus mendapat 

perhatian yang baik dari sistem Negara hukum di Indonesia terkait dengan upaya 

pengayoman terhadap masyarakat dan kepentingan Negara.4 

Pemberdayaan seorang saksi dimulai dari tingkat penyidikan sampai 

berlanjut persidangan dimulai. Saksi merupakan kunci penting dalam pembuktian 

fakta yang dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan 

sebuah penyelidikan dan penyidikan, serta pembuktiannya di pengadilan. Saksi 

dianggap memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum terutama hukum 

pidana yang mana membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang menjadi 

saksi, baik itu saksi korban maupun saksi pelapor dan saksi-saksi lain dalam 

pembuktian pelaku tindak pidana.  

Berdasarkan penjelasan undang-undang no 31 tahun 2014 bahwa 

keberadaan saksi dan korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam 

mengungkapkan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, 

terhadap saksi dan korban diberikan perlindungan pada semua tahap proses 

peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang di lindungi dalam 

Undang-Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di 

masyarakat. 

                                                             
4https://arsyalaw.wordpress.com/implementasi-due-proses-of-law-dalam-tata-hukum-modern-

perspektif. Di akses 6 mei 2017 pukul 6.59 

https://arsyalaw.wordpress.com/implementasi-due-proses-of-law-dalam-tata-hukum-modern-perspektif
https://arsyalaw.wordpress.com/implementasi-due-proses-of-law-dalam-tata-hukum-modern-perspektif
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan terhadap 

Saksi dan Korban menegaskan bahwa perlindungan kepada saksi dan korban 

dalam setiap tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan yang 

berdasar pada : 

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 

2. Rasa aman; 

3. Keadilan; 

4. Tidak diskriminatif; 

5. Kepastian hukum.5 

Pemberian jaminan perlindungan terhadap hak-hak serta kepentingan saksi 

dan korban diharapkan kepada saksi khususnya, merekan bebas dari tekanan pihak 

luar yang mencoba mengintimidasi berkenaan dengan kesaksiannya dalam suatu 

perkara dan memungkinkan mereka tidak lagi takut untuk melapor suatu tindak 

pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum karena khawatir atau takut 

jiwanya terancam oleh pihak-pihak tertentu.6 Terbentunya Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan terhadap Saksi dan Korban ini 

perlindungan dan hak-hak saksi menjadi sangat diperhatikan, terutama hak untuk 

mendapatkan jaminan keselamatan dan rasa aman terhadap segala macam bentuk 

ancaman.  

Pengakuan serta jaminan yang diberikan oleh hukum tentu tidak memiliki 

arti apabila tidak dilaksanakan. Masyarakat berada pada pihak yang mana hak dan 

                                                             
5 Iksan,Muchamad.2012.Hukum Perlindungan saksi dan korban dalam system peradilan pidana 

Indonesia.Surakarta:Muhammadiyah University Press,hlm.106 
6 Sri Padang Sumirat, 2009, “Upaya Polri dalam Menjamin Keselamatan Saksi menurut Undang-

Undang Perlindungan Saksi dan Korban” (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta), hlm 4. 
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kewajibannya diakui dan dilindungi dalam pelaksanaannya. Sedangkan aparat 

penegak hukum sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memobilisasi atau 

melaksanakan hukum sebagaimana mestinya apabila terjadi suatu perbuatan yang 

merugikan  hak dan kepentingan seseorang sebagai subjek hukum.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terinspirasi untuk melakukan 

suatu penelitian hukum yang berjudul : “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi 

dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Polrestabes 

Semarang)”.  

B. Perumusan Masalah 

 Problematika merupakan bagian penting yang harus ada dalam suatu 

penulisan karya ilmiah. Adapun rumusan masalah yang ada terdapat pada 

penulisan skripsi ini antara lain : 

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi saksi dan korban yang 

dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang ? 

2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Besar 

Semarang dalam melaksanakan perlindungan saksi dan korban pada proses 

peradilan pidana ? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

antara lain : 

1. Untuk mengatahui bagimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi saksi 

dan korban yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang 

pada proses peradilan pidana. 
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2. Untuk Mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Kepolisian Resor 

Kota Besar Semarang dalam pelaksanaan perlindungan hukum saksi dan 

korban dalam system peradilan pidana. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini antara lain : 

a. Kegunaan Teoritis : 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan sembangan 

bagi pengembangan khazanah ilmu hukum pidana, khususnya 

mengenai masalah perlindungan saksi dan korban pada Sitem Peradilan 

Pidana.  

2. Mengembangkan pengetahuan dalam pendidikan hukum khususnya 

tentang pelaksanaan perlindungan saksi dan korban bagi mahasiswa 

yang mempelajari ilmu hukum. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Bagi Pemerintah  

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan 

terutama kepada pihak kepolisian sebagai upaya pelaksanaan 

perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. 

2. Bagi Masayarakat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman 

bagi masyarakat mengenai pelaksanaan perlindungan saksi dan korban 

pada proses peradilan pidana. 
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E. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yaitu suatu cara atau langkah yang digunakan dalam 

penelitian untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode-metode sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan  

Perlindungan hukum bagi saksi dan korban merupakan pokok 

permasalahan dalam penelitian ini. Permasalah ini berorientasi pada 

Sistem Peradilan Pidana. Dalam penelitian penulis menggunakan suatu 

pendekatan demi mendapatkan suatu jawaban dari pokok permasalahan. 

Maka dari itu penelitian ini akan membawa konsekuensi terhadap 

penggunaan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis 

merupakan pendekatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku serta dikaitkan dengan teori hukum yang ada serta dengan melihat 

relaita yang terjadi dimasyarakat dengan permasalahan yang sedang 

diteliti.  

2. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mana menyajikan gambaran 

atau hasil tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi saksi dan korban 

dalam proses peradilan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis pokok permasalahan 

secara objektif.  
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3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah data 

primer yang didukung dengan data sekunder. Data sekunder berupa buku-

buku resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, dan lain-

lain. Data sekunder diperoleh dari : 

a. Bahan Hukum Primer, merupakan dokumen dan peraturan yang 

mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yaitu 

berupa Undang-Undang, peraturan Pemerintan, dan lain-lain. 

b. Bahan Hukum Sekunder, berupa semua dokumen yang berisi 

informasi atau hasil kajian tentang perlindungan terhadap saksi dan 

korban seperti semnar hukum, majalah, karya tulis ilmiah, dan 

beberapa sumber dari internet. 

c. Bahan Hukum Tersier, berupa semua dokumen yang berisi konsep-

konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan 

sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. 

Dalam penelitian ini data primer yaitu data yang di dapat langsung dari 

lapangan saat melakukan penelitian yaitu hasil wawancara dengan anggota 

Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.  

4. Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

antara lain : 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
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Hasil analisa dari penelitian ini di dapat dari buku-buku maupun 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan judul 

skripsi ini. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan yaitu 

ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dan penulis 

melakukan wawancara langsung dengan anggota Kepolisian Resor 

Kota Besar Semarang.  

5. Metode Analisa Data 

Dalam penelitian ini metode analisa data yang digunakan yaitu metode 

kualitatif. Metode Kualitatif yaitu proses analisa data yang mana dalam 

proses pengambilan kebenarannya berdasarkan hasil kepustakaan, 

peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku, dan bahan 

pustaka lainnya yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan 

yang diteliti kemudian didiskusikan dengan data yang telah diperoleh dari 

objek yang diteliti hingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang utuh.  

 

F. Sistematika Skripsi 

 Dalam upaya memperoleh hasil atau gambaran yang jelas pada penelitian 

ini, penulis menggunakan sistematika penyusunan skripsi sebagai berikut :  

 Bab I  : Pendahuluan  

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode 

penelitian, serta sistematikan penulisan skripsi.  
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 Bab II : Tinjauan Pustaka 

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan mengenai perlindungan bagi 

saksi dan korban tindak pidana. Bab ini terdiri dari pengertian 

perlindungan hukum, pengertian saksi, pengertian korban,   

menjelaskan tentang sitem peradilan pidana, serta menjelaskan 

tentang pandangan hukum Islam terhadap saksi dan korban dalam 

proses peradilan.  

 Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang Kepolisian 

Resor Kota Besar Semarang, pelaksanaan perlindungan saksi dan 

korban di Kepolisian Resor Kota Semarang, serta faktor-faktor 

yang mendukung dan menghambat proses pemberian 

perlindungan saksi dan korban di Kepolisian Resor Kota Besar 

Semarang. 

 Bab IV : Penutup 

Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran. 

 Daftar Pustaka 

 Lampiran  


